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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

      Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan perndaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah Absentee 

dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kabupaten Bantul, pada 

prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan Landreform tahun 2013 dan peraturan perundangan 

yang ditentukan, dan telah diterbitkan 135 sertipikat Hak Milik yang telah 

diserahkan kepada para penerima redistribusi yang berhak dan memenuhi 

syarat sesuai Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah Absentee 

di Kabupaten Bantul melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu pelaksanaan 

pendaftaran tanah re-redistribusi (her-redistribusi) dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah redistribusi baru. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hasil 

redistribusi tanah Absentee , dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1) Pada pelaksanaan pendaftaran tanah re-redistribusi (her-redistribusi) 

yang menghambat adalah tidak diketahui secara pasti jumlahnya, nama-

nama penerima redistribusi dan letak tanah yang belum didaftarkan 

haknya oleh penerima redistribusi yang tercantum di SK redistribusi 

tahun 1990 dan 1992; faktor ketidak sesuaian  subyek penerima 
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redistribusi yang tercantum di SK dengan yang menggarap tanahnya 

saat ini, bukti pelunasan uang pemasukan/harga tanah yang merupakan 

syarat untuk mendaftarkan sertipikatnya tidak ada, tanda batas bidang 

tanah yang telah diukur hilang/tidak ada, faktor luas tanah yang 

diterima relatif  kecil, rata-rata  dibawah  luasan kurang dari 500 m2 

dan ketidak tahuan penerima redistribusi untuk mendaftarkan haknya ke 

Kantor Pertanahan 

2) Pada pelaksanaan pendaftaran tanah bekas tanah Absentee (redistribusi 

baru), faktor yang menghambat adalah bahwa tanah Absentee yang 

diperoleh merupakan tanah warisan dimana pemiliknya telah meninggal 

dunia dan ahli waris tidak segera mendaftarkan tanah warisan tersebut, 

dan pewarisan dengan ahli waris Romusha dimana ahli waris sampai 

saat ini tidak diketahui domisilinya, tanah Absentee dimana pemiliknya 

menjadi tahanan politik (G.30.S.PKI).  

B. Saran 

1.  Perlunya Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan masalah 

pertanahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan  

kegiatan identifikasi dan monitoring terhadap tanah obyek Landreform 

yang sudah diredistribusi dengan SK redistribusi tahun 1981, tahun 1982, 

tahun 1990 dan tahun 1992, sehingga diketahui bidang-bidang tanah yang 

belum didaftarkan haknya. 

2. Perlunya Sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan 

pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah yang berasal dari tanah 
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Absentee yang tercantum dalam SK redistribusi lama yaitu tahun 1981, 

tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992 (re-redistribusi/her redistribusi), 

juga terhadap para penggarap tanah negara bekas tanah Absentee yang ada 

di Kabupaten Bantul. 

3.  Perlunya Badan Pertanahan Nasional mengadakan koordinasi dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Sidang Panitia 

Pertimbangan Landreform Kabupaten yang hasilnya berupa Berita Acara 

Sidang Panitia Pertimbangan Landreform, untuk penetapan subyek dan 

obyek redistribusi tanah obyek Landreform di Kabupaten Bantul.  
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